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PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 30 TAHUN 2011

T VU

; TENTANG
t _
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
; KABUPATEN PACITAN

i

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: BUPATI PACITAN,
i
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat
bams memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan

" b. bahwa setiap pegawai megeri sipil wajib memberikan pelayanan secara adil

dan merala kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah;

- _¢. bahwa I:;crdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada humf a dan b,

perlu menetapkan Peraturan Bupan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Slpll
Kabupatcn Pacitaii.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan

- Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 tcntang Sumpah Janji chawal
Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

7. Peratlmlm Pcmcnntah Nomor 53 Tahun 2010 tcntang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil; |
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai
Negeri Slpll dan Anggota Angkatan Perang.
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PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
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- BABI1
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

t
i

Dalam Peratumn ini yang dimaksud dengan:

1: Jiwa Korps Pegawm Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan,

" kebersamaan, kerja sama, tanggung _}awab dedikasi, disiplin, kreativitas,
kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara
Kesatuan Republik indonesia;

2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hldup sehari-hari;

3. Pejabat’ Pembina Kepegawaian adalah  sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Penmdang-undangan yang mengatur wewenang

pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4, Majelis ;| Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya'

disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non stniktural pada instansi
Pemerintah yang bertugas melakukan penegakan  pelaksanaan serta

menyelesaikan peianggaran kode etik yang dllakukan oleh Pegawai Negeri

Sipil;

s, Pelangg‘aran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai

Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa kotps dan kode etik;

" 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawn Negeri Sipil dan Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang . Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 43Tahun 1999;
1 ~ BABN
PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

5.

Pasal 2

' Pembinaan jiwa kotps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan

perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada
Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesm berdasarican Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 3

Pembinaanjiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara
kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada
masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negen
Sipil; .

b, Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawat
Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai
unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan

¢. Menumbubkan dan memngkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan
kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lmgkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup:

a. Pcringkatan ctos kerja dalam rangka mendukung produktivitas keija dan
profesionalitas Pegawai Negeri Sipil; ,

b. Partisipasi dalam  penyusunan kebljakan Pemermtah yang terkait dengan
Pegawal Negen Sipil;
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c. Peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil tmtuk memelihara dan

- memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawau

. Negeri Sipil; dan

d. Perlindungan terhadap hak- hak 51p11 atau kcpcntmgan Pegawai Negeri Slpll
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap
mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, _

. ' : - Pasals

- Untuk mcwujudkan pembinaan flwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehonnatan serta
* keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tigas kedinasah dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik
dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut,

c . BABIN
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

i -~ Pasalé

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945;
Semangat nasionalisme; = -

Mengintamakan kepentirigait negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan;

Ketaatan tcrhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
Penghormatan techadap Hak Asasi Manusia;

Tidak diskriminatif; '

Profesionalisme, netralitas, dan bcrmoral tlnggl, dan

Scmangat jiwa korps B
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BAB IV
| KODEETIK PEGAWAINEGERI SIPIL

E ' Pasal 7
~ Dalam pclaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bemegara, dalam
penyclenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta
terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam
Peraturan Bnpat:l im.

Pasal 8

Etika dalam bemegara meliputi:
a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
¢. Meojadi perekat dan pemcrsatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
d. Menaati semaua Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku dalam
o melaksanakan tugas; '

e. Akuntabel dalam mclaks_émakan tugas pcnyclcnggaraan Pemerintahan yang

bersih dan berwibawa;

f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, scrta tepat waktu dalam mclaksanakan
setiap kebijakan dan program Pemerintah;

g. Menggunakan atau mcmanfaaﬂcan semua sumbcr daya negara secara efisien
dan efektif; dan/atau o

‘h. Tidak mcmbcnkan kesaksxan palsu atau ketcrangan yang tidak benar.
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i' | ‘ " Pasal9

~ Etika dalam bcrorgamsas1 adalah:

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Metmbatigun etos ketja dan menifigkatkan kitierja organisasi,

Menjalin kerjasama secara kooperatif dcngan unit kerja lain yang tcrkalt

dalam rangka pencapaian tujuan;

Memiliki kompetensi dalam pefaksanaan tugas;

Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

Mengembangkan pemlkn'an secara kreatif dan imovatif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi; dan/atau .

Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

¢ Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

 a. Mcwujudkan pola hidup sedethana; _

b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan _
tanpa unsur pemaksaan; '

¢. Membérikan peélayanan sécara ¢epat, lepal, térbukd, dan adil serta tidak
diskriminatif;

d. Tanggap teriiadap keadaan lingkungan masyarakat; dan/atau

e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.
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: Pasal 11
Etika tethadap diri sendiri meliputi:
Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
Berinisiatif mmtuk menifigkatkatt kualitas peugerahuan, kemampuan,
keterampilan dan sikap; -
Memiliki dayajuang yang tinggi;
Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan/atau
Bc:pmampllan sedcnuma, rapi, dan sopan.
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: Pasal 12

Etika térhadap sésama Pégawai Négeéri Sipil:
a. Saling menghonnati sesama warga negara yang memeluk agama/kcpcrcayaan
yang berlalnan; _
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
_c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun
horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
Menjaga dan menjalin kaja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri
Sipil; dan/atau
g Bcrh:mpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil
dalam memper_] juangkan hak-haknya. _
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: | BABV
H PENEGAKAN KODE ETIK

3 o
! Pasal 13

¢))] Pegawal negeri sipil yang melakukan peianggaran Kode Etik dxkenakan
sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan
. dinyatakan oleh Pgjabat Pembina Kepegawaian, '
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) berupa!
a. Pemyataan secara tertutup;
- b. Pemyataan secara terbuka.
(4) Dalam pembenan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) barus -
disebutkan j jems pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.

&) Pq]abat ; sebagalmana dimaksud dalam ayat. (2) dapat mendelegamkan.

wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain
. dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV,

Pasal 14

Pegawai Negen Sipil yang melakukan peianggaran kode etik selain dikenakan
sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dapat dikenakan tindakan
administratif sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku atas

g rekomendasx Majelis Kode Etik.

!

'; PassI IS

(1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
- ditetapkan oleh Pejabat Pembma Kepegawaian dalam suatu Keputusan,

i

. I Pasal 16

¢)] Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagalmana dunaksud dalam pasal 15
* terdir dari:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
¢. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

(2) Anggota Majelis Kode Etik jumlahnya harus ganjil.

(3) Jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan
pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode
etik, '

; _
. Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri =
Sipil yang disangka melanggar kode etik. :

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

| (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mufakat,

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) txdak
- tercapal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. :
(5) Keputusan Majehs Kode Etik bersxfat ﬁnal
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Pasal IS

Majelis kodc etik wa_ub menyampaikan kcputusan hasil sidang majelis kepada
pejabat yang berwenang sebagai behan dalam memberikan sanksi moral dan/atau |
sanksi lainnya kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan .

!

L BAB VI

| KETENTUAN PENUTUP
E Pasal 19

Peraturan ml mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

' Agar sctlap orang mengetahmnya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dcngan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
padatanggal, 8 - 8 -2011

BUPATI PACITAN

D P T S,
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Diundangkan dl Pacitan
Pada tanggal 8 AgnstusZOll

SEKRETARIS DAERAH
i
P

-

| " IL.MULYONO.MM.
. . Pembina Utama Madya

g NIP. 19571017 198303 1 014
}

_ BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 30
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